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PEMERJNTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 12 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten 

Gorontalo Utara, perlu memperdayakan segala potensi dan sumber 

- sumber pendapatan yang ada; 

b. bahwa sesuai pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Pajak 

Hotel adalah bagian dari Kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu 

di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara tentang Pajak Hotel ; 

Undang - Undand Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - 

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Sadan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

a. 
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PEMERJNTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 12 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten 

Gorontalo Utara, perlu memperdayakan segala potensi dan sumber 

- sumber pendapatan yang ada; 

b. bahwa sesuai pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Pajak 

Hotel adalah bagian dari Kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu 

di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud pada 

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara tentang Pajak Hotel ; 

Undang - Undand Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - 

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

1. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. 

• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
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·- 

4. 

5 . 

6. 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3684); 

Undang - Undang Nornor 17 Tahun 1997 Tentang Sadan 

Penyeiesalan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Repubnk Indcnesia �Jomor 3684); 

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

dan Retr!bus! Daerah (Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 3685) sebaqairnana teleh diubah dengan IJndang - Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nemer 4048) 

Und"ln9 - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag!han Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nemer 42 Tarnbahan Lemberan Neqara Repub!lk Indonesla 

Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang 

Nemer 19 Tahun 2000 (Lernbaran �Jegara f?..epubl:k Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia i�oniur 3987); 

7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontaio (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258 Tambahan lembaran Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 4066) ; 

8. Undamg - Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara 

(' ernbaran L. 1 , , u u 1 u , ,  �Jegara Republik Indonesia Nemer 5, Tambahan 

• 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang - Undang Nornor 10 Tehun 2004 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) ; 

10 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2005 tentang Penatepan Peraturan Pemertntah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- 

Undang ��ornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah 

menjadl Undang-Undang (Lernbaran Negara R.epub:ik Indonesia 

.,. 

·- 

4. 

5 . 

6. 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3684); 
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Sadan 

Penyeiesaian Sengketa Pajak {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia l"Jomor 3684); 

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

dan Retrtbusi Daerah (Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana te!eh diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048) 
Und,mg - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 �!cmcr 42 Tambahan Lembaran �Jegara P..epub!lk Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang 

Nemer 19 Tahun 2000 (Lernbaran l"Jegara n.epub!ik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontaio (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Indonesia Republik 

Indonesia i.Jori-,or 4066) ; 

8. Undamg - Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara 
(I c,-0...-·-- 1...c;1 I !UUI UI I l"Jcgarc:; n.epubHk Indonesia Nemer 5, Tambahan 

, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
9. Undang - Undang r,,.!cmcr 10 Tahun 2004 Tentang Pernbentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara R.epublik 

Indonesia Nomor 4389) ; 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2005 tentanq Penatepan Pereturan Pernerlntah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- 

Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah Daerah 

menjadl Undang-Uiidang (Lembaran Negara Republik Indonesia 



• 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Ur.dang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 ��omcr 59, Tarnbahan Lernbaran �Jegara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

11 .  Undang - Undang !'!omor 33 Tahun 2004 tentanq Perirnbanqen 

• Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran �!egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe!aksanaan 

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

n.epubllk Indonesia Tahun 1983 ��omor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 247, 

Tarnbahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4049); 

15. Pereturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 

Indonesia Nomor 4022); 

16. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Penge!c!aan 

Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 f\!omor 140, Tambahan tembaran Negara R.epub!Ik Indonesia 

Nomor 4578); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan entara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, 

Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4737); 

• 

Tahun 2005 Nemer 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 l'Jomor 59, Tarnbahan Lernbaran l'Jegara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

• Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

11. Undang - Ur.dang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perlmbanqen 

(Lernbaran �!egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran 
Negara R.epub!!k Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe!aksanaan 

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1983 l'Jomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3258); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4049); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor GS Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tarnbchan Lcmbaran l'Jcg«JrcJ Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

16. Peraturan Pernerintah �!cmcr 58 Tahun 2005 tentang Penge!c!aan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan tembaren Negara R.epub!ik Indonesia 
Nomor 4578); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737); 



• 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

dan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PAJAK 

HOTEL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa! 1 

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan : 

1. Daerah ada!ah Daerah Otonorni Kabupaten Goronta!o Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibldang pajak 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbates, perseroan kornandlter, peseroan la!nnya, badan usaha milik 

negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 

konqsi, koperasl, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lalnnya. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Juran wajlb yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang se!mbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang dlgunakan untuk membiayai 

penvelenqcaraan cernenntehen caerah can pernbanqunan daerah 

• 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

dan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PAJAK 

HOTEL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibldang pajak 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, persercan kornandlter, peseroan lainnya, badan usaha mlllk 

negara dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 

konqsi, koperasl, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lalnnya. 
8. Pajak Daerah yang selanjutnya dlsebut pajak adalah luran wajlb yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang se!mbang, yang dapat d!pak.sakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang dlgunakan untuk memblayai 

per.ye!enggaraan pemerlntanan caerah can pernbanounan caerah 



9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran. 

10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

rnenqinap / tsnrehat, mernperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 

yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelcla don dirnillki oleh pihak yang serna, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

• 

11 .  Subvek Pajak adelah orang 

pajak daerah. 

atau baden yang dapat d!kenakan 

-. 

12. \A/ajib Pajak ada!ah orang pribadl atau badan yang rnenurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang,termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu. 

13. Pajak Yang Terutang ada!ah paji�k yang harus dibavar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak,atau dalam bagian tahun pajak 

rnenurut ketentuan peraturan perundenq-undanqan perpajakan daerah. 

14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

SrTPD udzluh surat ·;ung etch \:.,·ujlb pajck dlgunukun untuk rnelapcrkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan 

objek pajak, dan atau harta dan kewajlban, menurut ketentuan 

peraturan perundang - undangan perpajakan daerah. 

15 .Surat Ketetapan Pajak Daerah yang seianjutnya di singkat SKPD adaiah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 

surat y·ung digunukun etch wajlb pajak untuk rnelakukan pernbavaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain 

yang d!tetapkan c!eh <epala Daerah. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapen pejak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 

yang masih harus dibayar. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya dlslnqkat 

SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

etas jurnlah pajak yang te!ah ditetapkan, 

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah leblh bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB udalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

keleblhan ketetepan pajak daerah leblh bayar, yang dalam pembayaran 

.. 

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran. 

10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap / lstirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 

yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikclcla dun dirnillkl olch plhak yang sarna, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

11.Sub',1ek Pajak ada!ah orang prlbad! atau baoan ','ang dapat d!kenakan 

pajak daerah. 

12. \A/ajib Pajak ada!ah orang prlbadi atau baden yang rnenurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang,termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu. 

13. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibavar pada suatu saat, 

dalam masa pajak, dalam tahun pajak,atau dalam bagian tahun pajak 

rnenurut ketentuan peraturan perundanq-undanqan perpajakan caeran. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan 

ubjek pajak, can atau harta dan kewajlban, menurut ketentuan 

peraturan perundang - undangan perpajakan daerah. 

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang seianjutnya di singkat SKPD aciaiah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutanq. 

16.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 

surat yung d:gunukun cleh wajlb pajak untuk rnelakukan pernbavaran 

atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain 

','ang ditetapkan o!eh Kepala Oaerah, 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bavar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB ada!ah surat ketetapan pejek yang menentukan besernva 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasl, dan jumlah 

yang masih harus dibayar. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya dlslnqkat 

SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

etas jurnlah pajak yar.g te!ah dttetapkan. 

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah leblh bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
keleblhan ketetapa;; pajak daerah lebih bayar, yang dalarn pembayaran 



• 

-. 

pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak atau pajak tldak 

terutang atau tidak seharusnya terutang. 

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

don tldak ado kredit pajak. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 

surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan atau sanksl administrasi 

berupa bunga atau denda . 

22. Surat Keputusan Pembetulan ada!ah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, Sl<PDN, atau STPD. 

23 . Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDJ'.J, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data obvek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

menqurnoulkan dan menqolah data dan atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuahan pemenuhan kewajiban perpajakan darah dan untuk 

tujuan loli"i dalam rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

26. Penyidlkan tlndak d!b!dang daerah 

serangkaian keqlatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal Negerl Slpil 

yang selanjutnva dtsebut penvidik untuk mencart serta mengumpu!kan 

bukti itu mernbuat tP.rang tindak pidana dlbidang perpajakan yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

• 

· .. 
-. 

pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak atau pajak tldak 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jurnlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
don tidak ada kredit pajak, 

21.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga atau denda . 

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

rnernbetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 

dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD. 

23. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

wajtb pajak. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data obvek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

n1engun-,pulkan dan menqolah data dan atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuahan pemenuhan kewajiban perpajakan darah dan untuk 

tujuan !oln ocicrn rnelaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

26. Peny!d!kan t!ndak nirt:11n:11 .................... rtihlrt:ann .................. ,::, daerah adalab 

serangkalan keqlatan yang dilakukan oleh Penyldlk Pegawal Negerl Slpll 

yang se!anjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpu!kan 

buktt itu rnernbuat teranq tindak pidana dlbidang perpajakan yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 



.. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan Nama Pajak hotel dan dlpungut pajak atas pembayaran terhadap 
pelayanan di hotel. 

Pasal 3 

( 1 )  Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 
pernbavaran. termasuk : 
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan; 

c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel 
bukan tarnu umum. 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
(2) Tidak termasuk obyek pajak sebaoalrnan dirnaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. Penyewaan rurnah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal 
yang tidak menyatu dengan hotel. 

b. Pelayanan tingal di asrama dan pondok pesantren. 

c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum 
di hotel. 

d. Pelayanan perjalanan wisata y·ang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 4 

(1) Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas pelayanan hotel. 

(2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK 

Pasa! 5 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada 

hotel. 

• 

·. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan Nama Pajak hotel dan dipungut pajak atas pembayaran terhadap 
pelayanan di hotel. 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 
pembayaran, termasuk : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan; 

c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel 

bukan tarnu umum. 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

(2) Tidak termasuk obyek pajak sebaqatrnan dimaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. Penyewaan rumah atau karnar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal 
yang tidak menyatu dengan hotel. 

b. Pelayanan tingal di asrama dan pondok pesantren. 

c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum 

di hotel. 

d. Pelayanan perjalanan wlsata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 4 

(1) Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. 

(2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. 

BAB III 
DASA.R PENGENAAN PAJA.K DA.N TARIF PAJAK 

Pasa! 5 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada 

hotel. 



• 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGLJTAN PAJAK 

Pasal 7 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun 

takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, 

sebagai easer untuk mer.ghitur.g besarnya pajak terutang. 

Pasal 9 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwln kecuali 

biia wajib pajak mengguanakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

takwin. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalarn rnasa pajak terjadi saat pelayanan hotel. 

Pasal 11 

(1)  Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. 

(2) STPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaima dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala 

Daerah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa 

pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara per.gisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 7 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun 

takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, 

sebagai easer untuk menghitung besarnya pajak terutang. 

Pasal 9 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwln kecuali 

biia wajib pajak mengguanakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

takwin. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalarn rnasa pajak tetjadi saat pelayanan hotel. 

Pasal 11 

(1) Setiap wajib pajak rnengisi SPTPD. 

(2) STPTD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagairna dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala 

Daerah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa 

pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 



BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 

Pasal 13 

(1)  Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala 

Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

• 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 

diterima, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 14 

(1)  Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 

menetapkan pajak sendiri yang terutang. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Kepala Daerah dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB 

b. SKPDKBT 

c. SKPDN 

(3) SKPDKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

• yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi adminitrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi 

adminitrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 

dari pajak yang kuranq ateu ter!ambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

' 

, 

BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 

Pasal 13 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Kepala 

Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD 

diterima, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 14 

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 

menetapkan pajak sendiri yang terutang. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Kepala Daerah dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB 

b. SKPDKBT 

c. SKPDN 

(3) SKPDKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi adminitrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi 

adminitrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 

dari pajak yang kuranq atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 



c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi adminitrasi kenaikan 

sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 

waktu pclinq lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebaqalrnana dirnaksud pada ayat (2) huruf b dlterbltkan apabi!a 

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang 

rnenvebabkan penambahan jum!ah pajak yang terutang akan dikenakan 

\ 

(5) 

sanksi adminitrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari 

jum lah kekurangan pajak tersebut. 

SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf c diterbitkan apabila 

jurnlah pajak \1ang terutang sarna besarnva dengan jum!ah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak 

scpenuhnva dibavar dalarn [anqka waktu yung telah dltentukan, dltaglh 

(empat) tidak dikenakan apabiia Wajib Pajak melaporkan sendiri sebeium 

dllakukan tindakan pemeriksaan. 

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa 

• bunga 2% (dua persen) sebulan. 

(7) Kenaikan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 
\ 

BAB VII 

TATA CARA PEt .. 1BAYARAN 

Pasal 15 

(1)  Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah melalui bendahara pengeluaran 

Dlnas Pendapatan, Penge!o!aan Keuangan dan Aset Daerah atau ternpat 

lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan 

dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang dltunjuk, hasil 

penenrnaan pajak harus dtsetor ke Kas oaeran selambat - lambatnya lx24 

jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 

(3) Pembayaran pajak sebagalmana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan 

menggunakan SSPD. 

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi adminitrasi kenaikan 

sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sankst adrninitrasl berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu puling lama 24 (dua puluh empat) bu!an dihitung sejak saat 
terutangnya pajak, 

{4) SKPDKBT sebaqatrnana dlrnaksud pada ayat (2) huruf b dlterbltkan apeblla 
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang 
rnenvebabkan penarnbahan jum!ah pajak yang terutang akan dikenakan 

\ 
(5) 

sanksi adminitrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

SKPDN sebaga!mana d!maksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila 

jurnlah pajak \1ang terutang sarna besarnva denqan jum!ah kredlt pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

{6) Apabila kewajlban mernbavar pajak terutang da!am SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak 
..-4: .... ,... ......... ,t .......... 
Ul\.il;;l l\.1.11",,Ullf dltaglh 

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa 
, bunga 2",0 {dua persen) sebulan. 

• (7) Kenaikan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 

(empat) tidak dikenakan apabiia Wajib Pajak melaporkan sendiri sebeium 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 

BAB VII 

TATA CARA PEf .. 1BA\'ARAN 

Pasal 15 

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah melalui bendahara pengeluaran 
Dlnas Pendapatan, Penge!o!aan Keuangan dan Aset Daerah atau ternpat 
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan 
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang dltunjuk, hasil 

penenrnaan pajak harus dtsetor ke Kas oaerah selambat - lambatnya lx24 
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 

(3) Pembayaran pajak sebagalmana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan 
rnenggunakan SSPD. 



\ 

' 

Pasal 16 

(1)  Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib 

pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

di!!akukan secara teratur dan berturut-turut dengan dlkenakan bunga 2 % 

(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Kepala Daerah atau Pejabat dapat rnernbertkan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 

ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan 

dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 

belurn atau kuranq dibavar. 

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 

tata care pernbavaran anqsuran dan penundaan sebagalmana dirnaksud 

pada avat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepa!a Daerah. 

Pasai 17 

( I )  Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diberikan 

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

\2J Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BAB VIII 

TATA C:\RA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 18 

(1)  Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang seJenis sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga! surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi 

pajak yang terutanq. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dirncksud pada cvat (1) dtkeluarkan o!ch Kepala Dacrah atau Pejzbnt. 

(5) 

\ 

• 
' 

Pasal 16 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib 

pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu 

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dil!akukan secara teratur can berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % 

(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 

ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan 

dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 

belurn atau kurang dlbavar. 

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 

tata cara pernbavaran anqsuran oan penundaan sebagaimana dlmaksud 

pada avat 12, nan 2"". 14) dttetapkan oleh Venala oaeran .... , .. \ I ..... • I , ...... \ ......... ... '' • • ...... I' t,,' • ..... •• 

Pasai 17 

(I) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diberikan 

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

,2J Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan 

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l(satu) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BAB VIII 

TAT/', C-\P..A PEt-JAGIHAt-J PAJAK 

Pasal 18 

( 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dlkeluarkan 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi 

pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

clrnaksud pada avat (1) dikeluarkan o!ch Kepala occran atau Pejclbtit. 

(5) 



\ 

• 

Pasal 19 

(1)  Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu sebagaimana ditentukan dengan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar 

dltagih dengan surat paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 {dua puluh satu) 

hari sejak saat surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang 

sejenis. 

Pasal 20 

Apabila pajak yang harus dibavar tidak di!unas! dalam jangka waktu 2 x 24 

jam sesudah tangga! pemberitahuan surat paksa. Pejabat segera 

m€ri€rbitkari surat p€rintat, metaksanakan perwltaan. 

Pasal 21 

Setelah di dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang 

pajaknya ,setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat 

perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan 

penetapan tanggal peielangan kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 22 

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari tanggal, jam dan tempat 

pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara 

tertulis kepada wajib pajak, 

Pasal 23 

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan 

penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

• 

Pasal 19 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu sebagaimana ditentukan dengan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar 

ditagih dengan surat paksa. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) 

hari sejak seat surat teguran atau surat peringatan atau surat lalnnya yang 

sejenis. 

Pasal 20 

Apabila pajok yang harus dlbaver tidak dilunasi da!am jangka waktu 2 x 24 

jam sesudah tangga! pemberitahuan surat paksa. Pejabat segera 

menerbitk.;c,n s,_,r;c,t perintah melaksanakan penvttaan. 

Pasal 21 

Setelah di dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang 

pajaknya ,setelah 10 (sepuluh) harl sejak tanggal pelaksanaan surat 

perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan 

penetapan tanggal peielangan kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 22 

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari tanggal, jam dan tempat 

pelaksanaan lelanq, juru sita memberitahukan dengan segera secara 

tertuus kepada wajib pajak, 

Pasal 23 

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan 

penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

.... 



\ 

• 

BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 24 

(1)  Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 

pengurangan dan pembebasan pajak . 

(2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAI_AN, PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAUPENGURANGAN SANKS! 

Pasal 25 

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : 

a. membetu!kan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 

kekeliruan dalarn penerapan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi adminltrasi atas SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan secara tertulis o!eh wajtb pajak kepada Kepala Daerah, atau 

Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl sejak tanggal dlterlma 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang 

jelas. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterlma sudah harus 

memberikan keputusan. 

' 

• 

BAB IX 

PENGURANGAN,KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 24 

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 

pengurangan dan pembebasan pajak . 

(2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebaqairnana dirnaksud pada avat {l) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B1\B X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAI.AN, PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAUPENGURANGAN SANKSI 

Pasal 25 

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat : 

a. membetu!kan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 

kekellruan dalarn penerapan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi adminltrasl atas SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dlsarnpalkan secara tertulls o!eh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau 

Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harl sejak tanggal dlterlma 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang 

jelas. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus 

rnemberikan keputusan. 



(4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Kepaia Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputuasan, 

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi adminitrasi dianggap dikabulkan. 

BAB XI 

KEBERATAi� DAi� BANDii�G 

Pasal 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 

atau pemungutan oleh pthak ketiga berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

a. SKPD 

b. SKPDKB 
\ 

c. SKPDKBT 

d. SKPDLB 

e. SKPDN 

f. Pemotongan 

(2) Permohonan keberatan sebaqatrnana dimaksud pada avat (1) harus 

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN 

diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh 

pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang 

jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

itu tidak dapat diperbatkl karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangjka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagalmana 

dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan. 

{4) Apabila setelan lewat 12 (dua betas) bu!an sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 

perrnohonan keberatan dianggap dikabu!kan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

( 1 )  Wajib pajak dapat mengajukan banding, Kepada Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 

keputusan keberatan. 

(4) Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) Kepaia Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputuasan, 

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi adminitrasi dianggap dikabulkan. 

BAB XI 

KEBERATAN DAr� BAr�oir�G 

Pasa! 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 

atau pemungutan oleh plhak ketiga berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN 

diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan I pemungutan oleh 

pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang 

jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

ltu tidak dapat dlperbalki karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangjka waktu paling lama 12 (dua 

be!as) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebaqalmana 

dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan. 

(4) /\pabi!a sete!ah lewat 12 (dua be!as) bulan sebagaimana dtrnaksud pada 

avat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, 

perrnohonan keberatan d!anggap d!kabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tldak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding, Kepada Sadan Penyelesaian 

Sengketa Pajak dalam janqka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya 

keputusan keberatan. 

a. SKPD 

b. SKPDKB 
\ 

c. SKPDKBT 

d. SKPDLB 

e. SKPDN 

f. Pemotongan 



(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasai 28 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau 

bandlng sebaqalrnana dimaksud dalarn pasal 27 dikabulkan sebaglan atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran paJak dikembalikan dengan ditambah 

\ 

imh:::i,l:::i,n h1 ,nr,:::i, 
. . . .  ..,  •::, ..... 

empat) bulan. 

2�1
c (dua persen) sebulan untuk pa!lng lama 24 (due pu!uh 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 29 

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pernbavaran pajak kepada Kepa!a Daerah atau Pejabat. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

betas) bulan sejak dtterlrnanva permohonan pengembalian kelebrhan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 

Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan 

pengembalian , kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 

SKPDLB harus dtterbltkan dalarn waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 

parnbavaran pajak sebaqalmana dlmaksud pada ayat (2) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dlmaksud. 

(5) Pengemba!lan keleblhan pembayaran pajak dllakukan datarn waktu pa!ing 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat 

Perintah Membayar Ke!eb!han Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat 

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 

keterlarnbatan pembayaran kelebihan pajak. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasai 28 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau 

banding sebaqatrnana dirnaksud dalarn pasal 27 dikabulkan sebagian atau 

se\uruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan dltambah 

\ 

imh:ll::an h, 1nn-:1 " .. ..,.... ..... . . .... ..... •::, .... 

empat) bulan. 
2�1o (dua persen) sebulan untuk pallnq !ama 24 (dua pu!uh 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 29 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pernbayaran pajak kepada Kepa!a Daerah atau Pejabat. 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

betas) bulan sejak ditertrnanva permohonan penqernbattan kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan keoutusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 

Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan 

pengembalian , kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabu\kan dan 

SKPDLB harus dlterbitkan dalarn waktu pallng lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 

pembavaran pajak sebaqaimana dlrnaksud pada avat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengemba!ian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan dalam waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat 

Per!ntah Memba\,ar Ke!eblhan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat 

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 

ketertarnbetan pembayaran keteblhan pajak. 



' 

Pasal 30 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uatang lainnya, 

sebaqaimana dimaksud datam pasal 29 ayat (4) perr,bayarannya dilakukan 

dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai 

buktl pernbavaran. 

BAB XIII 

Pasa! 31 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu S(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 

apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila 

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 

b. Ada pengakuan utang pajak car: wajlb pajak balk langsung rnaupun 

tldak lanqsunq. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

(1) 'Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampalkan SPTPD atau 

rnenqist dengan tidak benar dan tldak lengkap atau melampaui keterangan 

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 

der.gan pldana kurunqan paling lama 1 (satu) .. .... ..... tahun dan atau denda 

• 

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib Paja!<: yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana dengan pldana penJara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 

paling banyak 4 (ernpat) !<:a!! jum!ah pajak yang terutang . 

Pasal 30 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uatang lainnya, 

sebaqalmana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan 

dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai 

bukti pernbavaran. 

BAB XIII 

Y�.DALU\.AJ ARSA 

Pasa! 31 

' 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu S(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 

apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

daereh. 

• 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila 

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajlb pajak balk !angsung rnaupun 

tidak langsung. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

rnenqisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampaui keterangan 

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 

denqan pldana kurunqan pa!ing lama 1 (satu) tahun dan atau denda 
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak henar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana dengan pldana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 

paling banvak 4 (ernpat) ka!! [umlah pajak yang terutanq . 



' 

Pasal 33 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah 

melarnpaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya 

tahun pajak, 

BAB XV 

KETEf\fflJA!'J PEf\JYIDI!"�f\J 

Pasa! 34 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a Mener!ma, rnencarl, menqurnpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar 

keteranqan atau laporan tersebut menjadi lengkap can jelas. 

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perpajakana daerah tersebut. 

c ivieminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 

d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 

c. �-�elukukun penggeleduhun untuk mendapatkan banan buktl 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain penyitaan 

terhadap bahan buku tersebut, 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penv.dikan tindak pidana dibldang perpajakan daerah. 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang menlnggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemerfksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 

dlrnaksud pada huruf e. 

• 

h. 

i .  

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pldana perpajakan 

..-4""\ ........... h 
.................. . .  

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

j. r-1enghentlkan penvldikan. 

' 

Pasal 33 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah 

melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya 

tahun pajak. 

BAB XV 

KETEl'fflJAl'J PE�JYIDI!-f..AN 
Pasa! 34 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nornor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a Menerlma, rnencan, rnenqumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar 

keteranqan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

prlbadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perpajakana daerah tersebut. 

c fvieminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 

d. i·ieri-,et iksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibldang perpajakan daerah. 

c. �-1cl�kukzr. pcngge!edtihtin untuk rnendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain penyitaan 

terhadap bahan buku tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tlndak pidana dibidang perpejakan daerah. 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang menlnggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan atau dokumen yang dlbawa sebagalmana 

dirnaksud pada huruf e. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan 
.............. -.h .._.,...,�''-"''· 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

j. r-icnghentikon pen·yidikan. 
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut 

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam · peraturan dan 

perundang - undangan yang berlaku . 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 

ini sepanjanq mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

Pasal 36 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Diundangkan di Kwandang 
pada tanggal 17 Juli 2009 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

TAHUN 2009 

TENT ANG 

PAJAK HOTEL 

I UMUM 

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah 

yang bcrasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak 

Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan 

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud. 

Demikian pula untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di 

daerah, di perlukan penyediaan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, 

antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan penyempurnaan 

pengaturan mengenai pajak. 

Sesuai Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 

- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka pengaturan 

dan penyelenggaraan Pajak Hotel merupakan bagian dari kewenangan Daerah 

Kabupaten I Kota. 

Selanjutnya berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah, maka pengaturan tentang Pajak Hotel dipandang perlu diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Daerah. 

Pembentukan Peraturan Daerah ini, selain dimaksudkan untuk menggali dan atau 

menambah sumber - sumber pendapatan atau penerimaan daerah khususnya dari 

sektor pajak yang dijelaskan di atas 

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pajak Hotel. 

II PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 
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